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I(EPT'TUSAIT ITTPALA IIAII1OR WII"AYAII IIIUEtrTTRIAIT AGAUA
PROVNTSI I'AWA TIUI'R

ISOUOR 3862 TAEIIII 2O1E
TIITTAITG

PEUBERIAtr IZtr OPEBASIOTAL PEf,DIRIAtr
RAI'I'EATT'L ATEFAL PLUS AL UAIUTItrAH BAIPtrG BTITDO KABT'PAMIT SIIX)AR*'O

PROVETSI JAWA TIUT'R

DEITGAIT RAEUA'T TT'EAIT YAITG UAIIA ESA

BEPALA I(Atr3OR IPII"AYAH IIEUEIITTRIAIT AGAilA PROYIIT$ JAWA TIUIIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningf,atkan a.kses pendidikan
Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfa1 sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

hhwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputtrsan ini tetrah memenuhi persyaratan
administratif, teknis dan kelayalan yang tflah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor :

Mengingat : 1.

530/Kw.L3.2/5|PP.OO/OS|2OL9 tarrssal 11 Mei 2Al8
dan Rekomendasi dari Kepala I(antor Kementerian Agama
KABUPATEN SIDOARJO Nomor: B- 696
/lk.L3.lo12lKs.Ol J/A4/2018 tangsal 06 APRIL 2Ol8;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
datam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor \trilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
PLUS AL IV{AIMUNAH BAIPNG BENDO KABUPATEN
SIDOAR"IO Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahua 2OO3 tentang SisGm
Pend.idikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Iadonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20OS tentang Guru dan
Dosen fiembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2OOs
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 430U;

Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun 20OS tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 41, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 ?ahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a1O);

b.

c.

2.

3.
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4' Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2oog tentang wajibBelajar pendidikan Dasar (Lembaran *.go RepublikIadonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambaian rembaran

Negara Republik Indoaesia Nomor 4363);

5. Perahrran pemerintah Nomor 4g rahun 2oog tentangPendanaan 
, .pendidikan fi.embaran *;g* RepublikIndonesia Tahun 200g Nomor 91, tamb&an Lembaran

Nega_ra Republik Indonesia Nomor ag6a\

6. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2oog tentang Gum(Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun zo0g Nomor
194, Tambahan kmbaran Negara Repubrik Ind.onesia Nomor494L1, sebagaimana telah- diubah dens; peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2oLT tentang Ferubahan AasPeraturan pemerintah Nomor T4 TatnnZ0OIg;

7. Peratumn pemerintah Nomor rr rahun 2o1o tentangPengelolaan qa3 pen{etenggaraan pendidikan fi,embarai
legara Repubrik Indonesia Tahun 2010 Nomor zJ,Tambalran telnbaraa Negara Repubuk Iadonesia Nomor
!150) sebagaimana teurr diuuan aengan perattrran
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang F.*urr*" at"*Peraturan pemerintah Nomor rz Tahd 2010 t"ot r!Pengelolaan q13 p_enyelenggaraan pend.idikan 

fi.embaranNegara Republik Indonesia Tahun 2ora Nomor fiz,Tambahan Icmbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
5157);

8- Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 24 Tahun2oo7 
-tgoang standar sarana aan rrasarana untut sekorahDasar/Madrasah - Ibtidaiyah, Sekolah MenengahPertama/M"dp*+ Tsanawiyah, da:r Setofaa Menenga-trAtas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 200g tentangStandar Kompetensi Lulusan dan standar tsi pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah; -

10. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor ls rahun
?ol0 tentang standar perrayanan Minimar pendidikan diIkbupaten/Kata 

- sebagaima,a terah diubatr denganPeraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23Tahun zals tentang perubahan Atas peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor rs rahun 2010 t"rrt ,,g standar
Pelrayanan Minimar pendidikan di Kabupate n/ Kota;

11. Perahrran Me_nteri Agama Nomor 2 Tahun 2or2 tentang
Pengawas Ma{3sah dan pengawas pendidikan Agama Isrempada sekolah (Berita Negara Repubuk Indonesia tahun zo]rz
N_omor 206) sebagaimana tetatr diubatr dengan peratura'
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentairg perubahan
Atas Pera Megtef Agama Nomor 2 Tahun dan tentangPengawas Madrasah dan penganras peadidikan Agama Istaripada sekolah {Berita Negara Republik Indonesia i"rror, 2alg
Nomor 68a);



12' Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun z0r3 tentangP-enyelenggaraan penaia*an Madrasah, sebagaimana telahdiubatr dengan perat*ran t'tenteri A6"-nornor 66 Tahun2016 tentang perubahan Kedua eL" p"r"turan MenteriAgama Nomor 90 Tahun 2ors t""tg -eenyerenggaraan
Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSI(AN:

: KEPUTUSAN KEPAI.A IfiNTOR WII,AYAI{ KEMENTERT,ANAGAMA TENTANG PEMBERTAN IZIN OPENESiONAI, PENDIRI.ANRAUDHATUL ATI{FAL PLUS AL MAIMUNAH EAI,ONC BENDOKABUPATEN SIDOAR.IO PROVINSI JAWA nI,,Tun.

: Memberikan idl operasional pendirian Raudhahrr Athfalsebagaimana tercantum darqm r,ampiran dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari Kepuhrsan ini.

: Bagi Raudhatul Athfat setelah iangLa waktg 4 (empat) tahun,Kepala Raudhahrl Alhfal yang tersangkutan wajib :a. Menyampaikan 
_raporan pertemL.rsar'-H"i.orr"t r Athfalkepada Kepala Kantor Kimenterian Agama yang memuatparing sedikit ..perkembangan jumlah peserta didik,pelaksanaan kuriktrtum, p"rfu*i* p.-.il rt"o standarsaxana prasaxana, da, pelaksanaan fo-""ofr., standarpendidik dan tenaga kepen&ia*an; d""/.i;;-"b' Mengajukan penaataran 

"i"L"i "kr.didi-pAUD/RaurrhaturAthfar kepada BAp paud dan pNF sesuai tete"tor,, peraturanperundang-undangan.

'palnm hal perkemtangan Raudhatul Athfal sebagaimanadimaksud d^rarn oittui xeaua huruf 
" 

-Jio,"i 
memenutristandar pe,ayanan rninirnar 

. 
penyelenggaraan pendidikandan/atau hasil alrreditasi seGai--a"; di-A;;brc,._ Keduahuruf b mendapat peringkat ,ii.;-*t C, ;;il;; operasionalsebagaimana rlir"aksud dalan. ofttum rJ""tu Gtap berla-ku.

: Dalam har perkanbangan Raudhatul Athfal sebqgaimanarlimaftsud dar^'n or.tui K;; huruf a dinirai memenuhistandar pelayanan minimal penyerorggaraan pendidikandan/atau hasil akreditasi seUagaimana rrimalsud Diktum Keduahunrf b tidak mendapat pJrirrgt* minimaf C, meka izin
:f#;i* sebagaimana dimaksua daram oitt r* Kesatu

: Kepufusan ini murai berraku pada tanggar ditetapkan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1Z MEi2Of 8

KANTOR WII.AYAH
AGAI\4A

JAWA TIMUR,
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I"AIT{PIRAI{
KEPUTUSAN KEPAI.A. KANTOR
WII.AYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3862 TAIIUN 2018
TENTA}IG
PEMBERI,AN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
PLUS AL IVIAIMUNAH BAICING
BENDO I(ABUPATEN SIDOAR.IO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YAI{G DIBERIIfiI{ IZIN OPERASIONAL

I(Ai{TOR WII"AYAII
AGAMA

AWA TIMUR,

1 Nama Raudhahrl Athfal RAUDHATULATI{FAL PLUS AL MAIMUNAH
BALONG BENDO KABUPATEN SIDOAR.IO

2 Nomor Statistik Madrasah 101235150291

3 Alarnat Raudhahrl Athfal DUSUN SEMAWUT RT 13 RW 03
DESA BAICING BENDO

KECAMATA}.I BAIONG BENDO
KABUPATEN SIDOAR.IO

PROVINSI JATryA TIMUR

1
5

;

Nama Organisasi Penyelenggara YAYASA}.I BAI{I ISMAIL MAIMUNAFI

Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

NO.2, M. KAMAL{.JDIN MAIJIq S.H.,M.KN

Pengesatran Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

AHU-OO09077.AH.O1.04. TAril.rN 20L6 I
17 FEBRUARI 2A16


